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I. UMUM 

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, 

investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan 

kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai 

tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya 

dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan 

pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, 

apabila investasi memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA 

diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih 

teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping 

TKA.  

Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan 

pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan 

persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui 

penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh 

TKA. 



No. 6646 -2- 

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan RPTKA yang 

bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam 

mempekerjakan TKA antara lain menunjuk tenaga kerja warga negara 

Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan 

untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai 

dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi 

pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan 

memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya 

berakhir. 

Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan terciptanya 

iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang 

seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan penegakan hukum serta 

sanksi administratif kepada Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran 

norma penggunaan TKA. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban dan 

larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan 

Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi 

TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja 

Pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, 

pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas 

pelanggaran norma penggunaan TKA. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “badan internasional” termasuk 

organisasi internasional. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “badan usaha sepanjang 

diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA” 

antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang 

diatur sesuai dengan undang-undang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” antara lain jabatan 

pada level komisaris, direksi, manajerial, dan profesional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “identitas Pemberi Kerja TKA” antara 

lain nama, alamat, nomor telepon, sektor/bidang usaha 

Pemberi Kerja TKA. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “perjanjian lain” antara lain 

perjanjian pemborongan, surat penunjukan penugasan dari 

kantor pusat, dan memorandum of understanding. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penilaian kelayakan permohonan 

Pengesahan RPTKA” adalah hak uji terhadap permohonan 

Pengesahan RPTKA dengan berpedoman pada kondisi pasar kerja 

ekonomi nasional secara selektif dengan persyaratan dan 

pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan 

jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh 

TKA serta potensi penyerapan tenaga kerja. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 


